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7 _bahwa perkembangan dan penemuan kasus HIV dan AIDS
o semakm ‘meningkat dan’ ‘wilayah penularannya sudah‘__ S

meluas sehingga perlu pemngkatan dan percepatan upaya'_
pencegahan dan penanggulangannya, S ' :

- bahwa penularan HIV dan AIDS mempunyal 1mp11ka31_';':'

terhadap kesehatan politik, ekonomi, sosial budaya, etika,

'agama - dan “hukum, sehmgga . memerlukan;-- S
| penanggulangan secara melembaga _ sistematis,
' menyeluruh terpadu, partisipatif dan berkesmarnbungan o
. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud _
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan ..
-~ Bupati tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan 5 o

AIDS

.-"'Undahg-.:Undang Nomor 69 kTahun' . 1958 'teht.ang

Pembentukan Daerah-daerah Tlngkat 11 Dalarn Wilayah |

- Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

. Indonema Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran'; o
'Negara Repubhk Indone51a Nomor 1655), _ S
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan .
* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor -
100, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesm e
- Nomor 3495), '
. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan :
" Convention on Psychotroplc Substances, 1971 (Konven31 o
1 '.P31kotr0p1ka 1971); S

Undang-Undang . Nomor 5 'Tahuri_ 1997 - tentang



Psikotrbpika (Lembaran Negaran Repubhk Indonema

1o

| Penanggulangan AIDS Nasional; - -
" “'11.Peraturan Menteri Kcsehatan Repubhk Indone31a Nomor' I

- 688/Menkes/ Pcr/VII/1997 | tentang Pcredaran RS
12, |
e :'tcntang " Pedoman Umum Pembcntukan Komlsl- B

~Tahun 1997 - Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara L

chubhk Indonesia Nomor 3671); -

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pcngcsahan
“United = Nations Convcntlon Agalnts illicit Traffic ' in

Narcotié Drugs And Psychotroplc Substances 1588

'(Konvcn51 Persenkatan_ ' Bangsa-Bangsa tcntang B
- Pemberaantasan  Peredaran’ Gelap ' Narkotlka dan S
) Ps1kotrop1ka 1988); ' R
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotlka Sy
) (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1997 Nomor
67, Tambahan Lembaran Ncgara Repubhk Indonesia:
‘Nomor 3698); - : __ o
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasl e
‘Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun' -
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Ncgara chubhk R
:Indones1a Nomor 3886); - e SR
__Undang~Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek AR
“ Kedokteran (Lembaran - Ncgara chubhk Indone31a Tahun :
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Ncgara Repubhk L
_ Indonesia Nomor 4431); - SRS
__Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
_Pemerintahan = Daerah  (Lembaran Negara chubllk" ST
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
" Negara. Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebagalmana‘ Tl
"‘telah ‘diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- =
Undang Nomor ¢ Tahun - 2015 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Répliblik Indonesia Tahun 2015

‘Nomor 58, Tambahan Lembaran Ncgara chubhk |

Indoncma Nomor 567 9; _ : : o
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tcntang KOInISl

31kotrop1ka, :
Peraturan Menteri Dalam Ncgen Nomor 20 Tahun 2007

) Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat
. dalam rangka Penanggulangan HIV.dan AIDS di Daerah;

o 13.

14,

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor- 21 Tahun 2013 L
tentang - Penanggulangan HIV dan - AIDS (Bcnta Ncgara

_Rc:pubhk Indonesia Tahun 2013 Nomor 654), e
Peraturan Dacrah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11

- .. Tahun 2008 tcntang Pencegahan dan Pcnanggulangan HIV

dan AIDS. (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara

‘Barat. Nomor 11 Tahun 2008, _Tax_npghan Lembaran



' Menctapkan

2.
" meliputi perawatan, dukungan dan. pengobatan yang

- Daerah ProvinSi Nusa Té'nggara Barat Nomor 41)’ s

MEM UTUSKAN

PERATURAN BUPATI TEN’I‘ANG PENCEGAHAN ~DAN "
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS. S

KETENT_UAN UMUM'-__; o

Pasal 1

. Dalam Peraturan Bupati ini, yang dlmaksud dengan o -

Daerah adalah Kabupaten Dompu.

='I-"emermtah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah SR
o sebagal unsur penyelenggara pemenntahan daerah. .
3. :

Bupati adalah Bupati Dompu.

" Komisi Penanggulangan AIDS" Kabupaten yang
~ selanjutnya dlslngkat . KPAK adalah " Komisi. G
- -Penanggulangan AIDS Kabupaten Dompu - e

Human Immunodeﬁcaency Virus yang selanjﬁtnya

- disingkat HIV mempakan virus yang merusak 31stem

' kekebalan tubuh manusia. -~ '

_ S _-Acqulred Immune Deﬁc:ency Syndrome yang selanjutnya o
- disingkat AIDS adalah kumpulan gc_]ala penyaklt yang

disebabkan oleh HIV.

.- Orang Dengan HIV dan AIDS yang selan_]utnya dlsmgkat
ODHA adalah orang yang sudah terinveksi HIV baik pada
tahap belum ada ge_]ala maupun yang sudah ada ge_]ala

penyak1t ikutan.

.. Orang yang Hidup Dengan HIV dan AIDS yang
_7selan_]utnya disingkat: OHIDHA adalah orang, badan, atau - .
_;anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA dan o
" memberikan perhatian kepada mereka S -
. Infeksi Menular Seksual selanjutnya dlslngkat IMS adalah
- penyakit dan atau ge_]ala penyaklt yang dltularkan melalul

= hubungan seksual.

- 10.

Penanggulangan adalah segala upaya dan kcglatan yang: ;

'-:__‘dﬂakukan meliputi pencegahan, penanganan dan

Co " rehabilitasi.
11, :_
- tertular HIV dan AIDS serta udak menularkan kepada

Pencegahan adalah suatu upaya agar seseorang tidak

‘orang lain L T
Penatalaksanaan adalah suatu upaya layanan yang

 diberikan secara komprehens1f kepada ODHA, agar dapat

R _hldup leblh lama sec:ara posmf berkuahtas dan mexmhkl



13,

aktivitas sosial dan ekon(_)"mi'-' secafa nofmal ?sepéfti
masyarakat lainnya; .
Rehablllta31 adalah suatu upaya untuk memullhkan dan :

C mengembangkan ODHA dan OHIDHA yang mengalaml:_ :
. _dlsfung51 sosial agar c_l_apat melaksanakan fung31i :

14,

15,

1T

ER £

.- 19

20

sosialnya secara wajar;

Perawatan Komprehen51f Berkesmambungan (Contmuum..l o
of Care) adalah perawatan bagi ODHA mulai pelayanan S

dari tlngkat primer, sekunder dan -tersier sampal'

perawatan di tingkat rumah yang dldukung oleh sesama

ODHA maupun masyarakat

Konsellng dan Tes HIV. secara Sukarela (KTS) / Voluntary PRES

Counsehng dan Testing (VCT) - . adalah layanan_ :
pemerlksaan HIV melaui prosedur konsehng sebelum
dan sesudah tes yang bersifat rahasia (conﬂdentzal} atas-

S _persetujuan klien yang bersangkutan :
6.

Tes HIV Mandatori adalah tes HIV yang dlsertal dengan '

identitas klien tanpa dlsertal konsellng sebelum tes dan'

tanpa persetujuan klien; -

_Persetujuan Tindakan Medis (mformed consent) adalah'r. o
_persetujuan yang diberikan oleh orang dewasa yang (TS s
secara kognisi dapat mengambll keputusan dengan sadar o i

untuk melaksanakan prosedur (tes HIV, operasi, tindakan

medis. lainnya) bagi d1r1nya atau atas spe51men baglan
. dar1 d1r1nya ' ' '

Sknnmg HIV adalah tes HIV anonun yang dllakukan pada | :
sampel darah, produk darah, Janngan dan organ tubuh

sebelum didonorkan : :
Unlmked Anonymous adalah tes yang dllaksanakan dalam"

'rangka_ surveilans _yang dllaku_kan__ sedcmlklan .I_‘upa_ P
sehingga identitas seseorang tidak tercantum dalam

sampel darah atau spesimen lain yang diambil dan tidak

_ .':_blsa dilacak kembali karena hanya chgunakan untuk'__"_
| sampel epidemologis berdasarkan popula31 tertentu 5; .

bukan individu;
Suruetlans HIV atau Sero- Survetlans HIV adalah keglatan

‘pengumpulan data tentang 1nfek51 HIV: yang dilakukan -
‘secara berkala guna . memperoleh 1nforma31 tentang

besaran masalah, sebaran, dan keccnderungan pcnularan

' HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan keglatan

.- ﬁ: : 2 1.

penanggulangan "HIV dan = AIDS, dlmana tes . HIV_

dilakukan secara unlmked anonymous e .
Surveilans perilaku ‘adalah kegiatan pengumpulan data
tentang perikaku yang berkaltan dengan -masalah -HIV
dan . AIDS dan dilakukan secara - berkala - guna

V memperoleh 1nforma51 tentang besaran masalah dan'



-ﬁ-f-'-'kecendcrungannya untuk perumusan kebljakan dan

22,

R "keg1atan penanggulangan HIV dan AIDS; G
Masyarakat adalah setiap orang atau sekelompok orang __

- yang berdorn1sﬂ1 di w11ayah Kabupaten Dompu _ :
Organlsas1 Masyarakat adalah oranisast yang dibentuk

23,

_ioleh anggota masyarakat - Warga - Negara- Republik - N
“Indonesia secara sukarela atas dasar kesarnaan keglatan R

profem, fungsi, agarna dan kepercayaan terhadap Tuhan

_-‘.Yang Maha Esa, " untuk berperan . serta dalam__{l_.'_
-.pembangunan dalam rangka mencapa1 tu_luan nas1onal S

- - berdasarkan Pancasxla : S : e
rDun1a usaha adalah orang atau badan yang" .
- melaksanakan keglatan 'dengan__ tu_luan_ untuk

24,

25,

" mendapatkan keuntungan; - _ -
Komunikasi, Informasi dan Eduka31 yang selanjutnya-'
disingkat KIE adalah -suatu - proses penyampaian dan =~ .

e dalarn wadah Negara Kesatuan Repubhk Indonema yang  -

penenmaan pesan dalam upaya memngkatkan dan '

EE mcngcmbangkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan |

. perilaku seseorang kelompok dan atau  masyarakat

26.
-~ informasi, - dukungan, bimbingan, rujukan dan- strateg1

- sehingga mampu mengata‘si_p_ermasalahan yang'dihadapi; o

Konseling - Pengurangan Resiko -adalah - pemberian -

: pencegahan, misalnya ° mengenai - masalah terka1t' -
" kesehatan seperti HIV dan AIDS; : - SR
Pencegahan Infeksi adalah suatu upaya yang d1terapkan L

27,
o8,

29,

dalam pelayanan kesehatan kepada Setlap pasmn untuk

'mencegah terjadinya infeksi;

Terapi Ketergantungan Napza 'adalah suatu upaya yang |
. dilakukan oleh individu dan atau lembaga untuk | o

,:rnengurang1 keinginan untuk mengkonsums1 N apza baik;
Substitusi Oral adalah : suatu- upaya - pengahhan'--
- penggunaan - Napza dengan. obat . serupa _ (misalnya .

. Metadon dan Buprenorfin). Hal ini bertujuan untuk
- mengurangi dampak buruk yang berka1tan dengan upaya

- pencegahan penularan HIV dan AIDS ‘'sosial dan ekonomi

':'_,"i'.pada seseorang dan atau komunltassecara oral maupun'.-"_ N

injekst;

Perawatan dan Pengobatan HIV dan AIDS adalah suatu S
" upaya- untuk mengendahkan ‘pengembangbiakan v1rus o

" dalam tubuh orang yg terinfeksi HIV dan AIDS; o
Kondom adalah sarung karet yang dlpasang pada alat

31
S kelarmn Iak1-lak1 pada waktu akan melakukan hubungan

- seksual dengan maksud untuk mencegah penularan

| kontrasepm o

“

'\__ g penyaklt ak1bat hubungan seksual maupun sebaga1 alat o



32 Penlaku Scksual Bcnsﬂco adalah pcnlaku bcrgantl gant1 B
pasangan seksual tanpa menggunakan kondom B

. 33. Narkotika, - Psikotropika ‘dan Zat Adiktif - lainnya yang '_ o

s :","selan_]utnya d1scbut NAPZA adalah obat-obatan /bahan- _
- bahan sebagalmana dlmaksud dalam Undang—undang_‘.
~Tahun 1976 dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 .'
. dan Undang—undang Nomor 22 tahun 1997;" ' L
) 34 Stlgma dan Dlsknmma81 terhadap Pcngldap HIV dan =
- AIDS adalah pemlalan, pernyataan atau tanda negatlf
‘yang ditujukan oleh seseorang dan atau masyarakat-
g "_'kepada ODHA dan OHIDHA. R e

‘BABIl -
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
HIV DAN AIDS -

Bagiar_l Kes_atu o
Umum

' : Pasal 2
_ Penyclenggaraan pcnanggulangan HIV dan AIDS" dllakukan -
' secara menyeluruh terpadu dan berkcsmambungan SIN TR

Bagian Kedua
Sasaran.

Pasal 3
Sasaran pcnyclcngaraan pcnanggulangan HIV dan AIDS' .
- rnchpuu ODHA, Kelompok bcrpenlaku rcsﬂ(o tmggl, Kclompok S
L rcntan dan masyarakat umurn : , S

Bagian Ketiga
Ruang ngkup

- : Pasal4 ' ,
Ruang 11ngkup penyelenggaraan pcnanggulangan HIV danf

' '-f';_ - AIDS mellputl pcncegahan, pcnatalaksanaan dan rehab111ta31

Bagian Kcempat
Pencegahan HIV dan AIDS

A S : Pasa15 = :
Penccgahan HIV dan AIDS scbagaunana dlrnaksud dalam
Pasal 4 dllakukan dengan: .

-a upaya prom031 pcrubahan penlaku mellpuu




e 1 komun1ka51, Informasi dan EdukaSI (KIE), By . - EER
o2, peningkatan . dlStl‘lbLlSl dan penggunaan kondom pada-

. setiap hubungan seks beres:ko dan . ..
- 3. pembentukan dan penmgkatan mutu layanan IMS

b penyelenggaraan konselmg dan tes HIV sukarela (I/'oluntaryj i

| Counseling and Testing) dengan persetu_]uan tertuhs klien
'f_'(mformed consent); e : e e
*’c.’pengurangan  resiko penularan HIV melalm transrnisi S

- seksual (PMTS),

.’_tc.l_'._'pengurangan dampak buruk penggunaan . Narkouka,-"-".;_ doh
7. Psikotiopika dan Zat Adlktlf (NAPZA) melalu1 harm S

- reduction; .- -

| 'é'.' pengurangah res1ko penularan dar1 1bu yang posmf HIV ke

“anak (PMTCT);

Ut penyelenggaraan kewaspadaan umum {umversal precautzon)_‘__’j S

dalam - rangka mencegah | ter_;admya penularan HIV dan :

AIDS dalam kegiatan pelayanan kesehatan

b g penaplsan HIV terhadap darah komponen darah organ dan L

Jarmgan tubuh donor;

h penaplsan HIV dan AIDS pendenta TBC

g pemberian maten kesehatan reproduk51 rema_]a IMS HIV G

" dan AIDS

T _]_f mengurang1 resiko penularan HIV d lembaga'-“_' e

pemasyarakatan dan rumah tahanan, dan S

D 'k membangun layanan VCT dan CST pada Puskesmas Yang" -
[ ada di Kabupaten Dompu , \ S

Paragraf 1 SR
Upaya Promos1 Perubahan Penlaku L

Pasal 6

"‘..(1) Upaya perubahan penlaku sebagalmana dlmaksud dalam; 7;

Pasal 5 huruf a, bertujuan untuk: -

e a. menmgkatkan pengetahuan masyarakat

-menstimulir dialog ditingkat popula31 resiko tinggi; . 3 i
73_memprom031kan perubahan s1kap yang mendasar | _
‘mengurangi stigma dan diskriminasi; ..

~* . kesehatan yang tepat ' S I
) 1. '_,mengarahkan kepada penentu kebl_]akan | untuk-
""-"-'--_mengambll kebijakan yang tepat. dalam merespon
- situasi eplden‘u HIV dan AIDS:; e
'g.""menmgkatkan keterampﬂan dan keyalnnan diri . serta o
. 27 kemampuan dalam- men_]alankan keputusan untuk .
s 'menglJbah penlaku dan " P

men01ptakan kebutuhan akan mforma51 dan layanan o



o _:(z)

o sebagalmana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

. : '(;"3')'

h memprom031kan, membentuk dan menlngkatkan mutu _
~ berbagai - layanan untuk pencegahan, perawatan
dukungan dan pengobatan ' '

Sasaran keglatan promosi = perubahan p'ei'ilaku"; :

a. sasaran khusus ‘adalah kelompok berpenléku remko
| tlnggl dan kelompok rentan, dan . ' '

- ~b. sasaran umum adalah Masyarakat umum. _ S
'Keglatan promosi perubahan perllaku dlselenggarakan waan B
i oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah tingkat Kabupaten, o

" Instansi tekms terkait tlngkat Kabupaten, dunla usaha, =
. Perguruan Tlngkat Dasar dan. Menengah, Perguruan e

W

) .persetujuan tertulis  (informed consent) "dan asas - =

nggl, LSM peduh AIDS dan masyarakat

Paragraf 2
Penyelenggaraan Konselmg dan Tes HIV Sukarela .

PaSal 7 ' - _
Penyelenggaraan Konseling dan teS_' HIV. Sukarela -
(Voluntaxy Counsehng Testtng) dengan  konseling,

-' keraha31aan (canﬁdentlal) sebagalmana dlmaksud dalam

a menlngkatkan kesadaran kelompok berperllaku re51ko '
" 'tinggi tentang pentingnya mengetahui status HIV |

Pasal 5 huruf b bertujuan untuk:

b. rnenlngkatkan kesadaran kelompok berperllaku resﬂ(o

" tinggi untuk membuat keputusan dan merubah'

s meningkatkan peran serta kelompok berpenlaku remko”.?ff

E ‘ perllakunya

o f_tmggl dan anggota keluarganya dalam upaya'

_ pencegahan penularan HIV; dan

d membantu ODHA untuk segera mendapat akses" }

“@s

Counselmg Testing) dengan konsehng, persemjuan tertulis -
-(mformed consent) dana asas keraha31aan (conﬁdent:al)'
0 dlrnaksud pada ayat (1) mellputl R

2 pelayanan, dukungan, perawatan dan pengobatan -
Sasaran ‘Konseling dan Tes HIV  Sukarela. (Voluntary'

| a. Sasaran khusus yaltu kelompok berperllaku resﬂ(o

s :_tmggl dan kelompok rentan, dan

| _ b. Konseling dan Tes HIV Sukarela (KTS) dzselenggarakan '

" oleh klinik VCTKTS di Puskesmas, Rumah Sakit Umum

.~ Daerah Dompu (RSUD) dan Layanan Kesehatan yeng
" ditetapkan Dmas Kesehatan Kabupaten Dompu : '



@
~'transmisi - seksual - dlprlontaskan pada_ Wllayah— wilayah f";
~ beresiko tinggi seperti kawasan’ wisata, area pelabuhan, T

" kawasan pertambangan dan kantong—kantong TKI.

Paragraf 3

Pengurangan Re51ko Penularan HIV melalm Transm151 Seksual :

(1)

Pasal 8

Pengurangan resiko penularan HIV melaul transm1s1_"-"

. seksual sebagaimana dimaksud ‘dalam Pasal 5 huruf ¢
: bertu_]uan untuk mencegah penularan HIV melalm o

@)

penlaku seks yang beresiko. . S . U
‘Sasaran - pengurangan resﬂ{o penularan HIV melalul :

transmlsl seksual sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)_

Imehputl

a. sasaran ~ khusus yaitu | wanlta peker_]a seks, warla, N
~ Lelaki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL) B

'__':: b. sasaran’ umum yaltu 1bu rumah tangga, TKI TKW, SR

@

- dan laki-laki pelanggan peker_]a seks (Lelakl Beresﬂ{o o
nggl) dan SRR

© serta masyarakat umum. ,
Upaya pengurangan resiko penularan HIV melalul__

Pengurangan Resiko penularan HIV melalui trahsm1s1

- "-.'seksual diselenggarakan oleh Dlnas Kesehatan Kabupaten L !
-Dompu KPA, TP PKK, LSM Peduli AIDS, Dunia. Usaha dan
Dmas / Instansi terkait di Kabupaten Dompu ' "

Pasal 9

A'.Setlap calon ‘pasangan kelompok. berperllaku resﬂ{o tmggl _f
_yang akan memkah disarankan pemerlksaan HIV di khmk '

~ VCT (KTS).

Setlap TKI dan TKW yang akan berangkat dan pulang dar1 LA
:luar negerl dlsarankan ‘untuk memenksakan HIV dan-? .
... AIDS nya di klinik VCT.. |

SR Wa_]lb melakukan pemerlksaan HIV dan AIDS d1 khmk VCT = - -

Setiap pekerja ditempat resiko tmggl (hlburan malam) .

- atau VCT mobile.

Paragraf 4

Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotlka, S

| P51kotrop1k dan Zat Adiktif Lamnya (NAPZA) Suntlk

| Pasal 10

*‘ Pengurangan dampak buruk penggunaan Narkotlka, "
- Psikotropika dan Zat Adiktif | (NAPZA) sebagaimana .

dimaksud dalam Pasal’ 5 huruf *d bertujuan untuk

o mencegah penularan dan menurunkan 1n51den HIV dan’



®) |
~ dampak buruk penggunaan Narkotlka, Psikotropika dan .~
- Zat " Adiktif Lainnya (NAPZA) ‘suntik perlu - dibentuk - .

2 penyeberannya (cross-over) ke pOpula31 umu-m jalu_r'
)

a. sasaran - khusus aclalah penasun dan’ pasangan

il P81k0trop1ka dan Zat Adiktif lalnnya (NAPZA) suntik

@)

CEeTEe e e o P

AID_S pada kélbmpok behgguna{ harko‘ba‘.sunt_ik_'(pe rié_13ur'i)' :

dan  pasangan  seksualnya. dan  kemungkinan

seksual. _
Sasaran - pengurangan dampak - buruk penggunaan

“narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) suntik -

sebagalmana dimaksud pada ayat (1) mellputl

o seksualnya dan

. b.-sasaran . umum adalah ' pengguna ) NAPZA_ dan

“masyarakat umum. - - :
Pelaksanaan pengurangan dampak buruk Narkotlka

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berlkut
komunikasi informasi edukasi;. :
. penjangkauan dan pendampmgan, '
konseling perubahan perilaku; - :
-konseling dan testing HIV sukarela (VCT), e
pencegahan infeksi; - - '
layanan alat suntik steril; N
“pemusnahan lata suntik bekas; . |
terapi ketergantungan napza; -
substitusi oral (methadone buprenorfin);
- perawatan dan pengobatan HIV dan AIDS;
.. perawatan pengobatan dasar; dan __i .
: pendldlk sebaya (feer educatlon}
Pengurangan dampak buruk - penggunaan Narkotlka

o Psikotropika, dan Zat Acllktlf Lalnnya (NAPZA) suntik .
" diselenggarakan oleh Dinas | Kesehatan, Dinas Sosial,

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dompu,

. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak i
| menyelengarakan Dinas Pengendalian Penduduk - dan

. Keluarga Berencana, Lembaga . Pemasyarakatan Badan -~

' Narkotika - Kabupaten, _Kepollslan Resor dan. Polsek - c11 R
Kabupaten Dompu, Lembaga Perhndungan Anak Yayasan
" Peduli HIV dan AIDS, serta. masyarakat - : b

Untuk kelancaran pelaksanaan keglatan pengurangan- "

Kelompok Kerja di tingkat Kabupaten dan Kecamatan
' '_serta Desa/Kelurahan : AR

Pasal 1 1

- Tata cara pengurangan dampak buruk penggunaan Narkotlka, ‘ N

Pmkotroplka‘ dan Zat Adiktif Lamnya (NAPZA) suntik

_'.'seb_agaj_x'nana ‘dimaksud dalam Pasal 10 ayat. (1) sampal



@

o dengan ayat (5) d1tetapkan 1eb1h lanjut dalam Keputusan |
a Ketua Kom131 Pcnanggualangan AIDS Kabupaten..‘__ % il

o _"'(1)

Paragraf 5 o
Pengurangan Remko Penularan L
dan Ibu HIV Posmf kc anak

: Pasal 12 -
Pengurangan resiko pcnularan darl lbu HIV posmf ke anak o

‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e bertu]uan-

untuk mencegah kasus dan penularan baru HIV dari ibu -
ke anak pada saat dalam kandungan, proses persalinan,
perawatan anak pasca persahnan dan pemngkatan mutu.-l_'

- hidup ODHA dan OHIDHA.

L ':: __.(3') |

@

. g

oy PR
- mencegah terjadinya penularan. HIV . dan ~ AIDS ‘dalam - -

,Sasaran pengurangan re51ko penularan dari 1bu HIV POSluf L

ke anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: _
a.. s_asaran khusus yaltu perempuan OD_HA u31a su_bur;-___

b, "sasaran umum yaltu percmpuan u31a subur dan'-:.r i
iremaja putri terutama calon pengantm dan ibu hamil, =

kelompok berperilaku resiko t1ngg1 pasangan' _
- '.pengguna Napza suntik laki-laki dan TKW. A

Pengurangan resiko penularan dar1 ibu HIV posmf ke anak .

dapat diintegrasikan dengan kunjungan ibu hamil.

Setiap ibu hamil dlanjurkan untuk melakukan
pemeriksaan IMS. B : S
Upaya pengurangan resiko penularan HIV dan 1bu ke anak

'dlselcnggarakan oleh rumah sak1t Puskesrnas, sarana.'_-_‘-_.f
kcschatan lain yang dltunjuk oleh Dlnas Kesehatan.

Kabupaten Dompu

_ _ Paragraf 6 _ , o
Pcnyelcnggaraan chaspadaan Urnurn o

Pasal 13 - L
Penyelenggaraan kewaspadaan umum dalam rangka_'

kegiatan - pelayanan kesehatan sebaga1mana dlmaksud-' B

~dalam pasal 5 huruf f bertujuan:

a. mengendahkan infeksi secara konsisten; dan

b melaksanakan - berbagal tindakan keschatan scsual :
L S standar bagi semua pengguna layanan - L
B )
: _sebagannana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas
. kesehatan seperu dokter, perawat bldan, teknisi = .
" laboratorium, petugas pemulasaran jenazah dan petugas

Sasaran penyelenggaraan kewaspadaﬁ © umum

: lamnya d1 layanan kesehatan :



(3) Penyelenggaraan kewaspadaan umum dllaksanakan oleh A
.pelayanan kesehatan dan pelayanan dasar sampal dengan e

rujukan

' Pasal 5 huruf g bertu_]uan untuk mencegah penularan HIV o
kepada penerima darah, komponen darah organ dan' o
. jaringan tubuh donor. : e SR
(2) .

o darah, organ dan jaringan tubuh donor sebagalmana
-'-;dlmaksud pada ayat (1) adalah masyarakat yang akan - ;'{:'i.'_i'_' B
" melakukan  donor darah, komponen darah organ danj-'_':ff_';f

R Paragraf7'
Penaplsan HIV terhadap Darah, Komponen Darah
' Organ dan Jarmgan Tubuh Donor

Pasal 14

Penaplsan HIV terhadap darah komponen darah organ b

dan jaringan tubuh donor sebagaimana dimaksud dalam

Sasaran Pemeriksaan HIV terhadap darah komponenz:'_'

- jaringan donor.

(3)

Penaplsan HIV terhadap darah, komponen darah sebelum_f

. didonorkan dlselenggarakan oleh Unit Tranfusi Darah B
B (UTD)/ UTD Cabang (UTDC) PMI dan bank darah Rumah R

a Sakit.

W

penemuan dini HIV pada penderlta TBC agar segera dapat :
' dltangam secara prima. '

i
e

(1)

o Paragraf 8 -
Penaplsan HIV dan AIDS- pada pendenta TBC

Pasal 15

Penaplsan HIV terhadap - penderita’ TBC sebagalmana' _
dlmaksud dalam Pasal 5 huruf h bertujuan ‘untuk . -

Sasaran Pemeriksaan HIV. sebagalmana dlmaksud pada

~ayat (1) adalah penderita TBC SRR
Penapisan HIV terhadap pendenta TBC dlselenggarakan'_-_'
‘oleh Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit Umum ‘

- o Dompu dan Layanan Kesehatan yang dltunjuk oleh D1nas o
RS ;_"Kesehatan Kabupaten Dompu . = '

: Paragraf 9 - S
Pemberlan Materi Kesehatan Reproduksr Rema_]a,
' ' IMS HIV dan AIDS

‘ Pasal 16 : -
Pemberian maten kesehatan reproduksr remaja, IMS HIV

~ dan' AIDS sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 5 hurufi
c bertujuan untuk membantu rema_]a mem111k1 status



 keschatan rePdeUkSI yang baik melalui pemberian
~ informasi, - pelayanan - konseling _f_;'-jdan' | kpéndidikan" B
S keterampllan . e SR

(2)
~ HIV dan “AIDS sebagalmana dlmaksud pada ayat (1). o

Sasaran pernberlan mater1 kesehatan reproduksi, | IMS

o rnehputl sekolah formal dan non forrnal antara lain:

e .- ¢, Perguruan . Tinggi - (Sekolah ’I_‘1ngg1, ?Akadémi) i

a. Sekolah ‘Menengah Pertama/ Madrasah Tsanaw1yah":-

- atau sederajat

b. Sekolah . Menengah _ Atas/Sekolah Menengah_ |

Ke_]uruan /Madrasah Aliyah atau sederajat;

'Pemerintah/Swasta; dan

S d. Organlsa51 Pemuda dan kelbmpok lalnnya

(4)

Pemberian materi kesehatan reproduk51 IMS, HIV dan

_AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :

.~ Dinas Pendidikan Kabupaten Dompu, Kantor Kernentenan_ Lo ST
. Agama Kabupaten Dompu dan Koordinator Perguruan' :

- Tinggi Pemerintah/Swasta (Kopertls) Wilayah VI.

Pemberian materi kesehatan sebagaimana dlmaksud pada

- .ayat (3). dilaksanakan = dengan rnengmtegramkan dalam

. mata pelajaran/kuhah Ol_eh_ pengajar/dosen  yang
i -j"bersangkutan - R

R

: Paragraf 10
- Mengurangi Resiko PenuIaran HIV o
d1 Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan B

' : Pasal 17 _ ' S
Mengurangl resiko penularan HIV dan’ AIDS dl Iembaga

. pemasyarakatan dan  rumah tahanan sebagaimana
" dimaksud dalarn Pasal 5 huruf j- bertujuan untuk
"'mencegah terjadlnya penuIaran HIV . dan ‘AIDS. di-

o

j":" - lingkungan = Lembaga Pernasyarakatan dan Rumah
- Tahanan. ' o
@ B A
o f.’pemasyarakatan dan rurnah tahanan -sebagaimana -

. .77 " dimaksud pada ayat (1) adalah narapldana, tahanan serta'_
e "petugas Lembaga Pernasyarakatan dan Rumah Tahanan '

Sasaran - penuIaran HIV “dan AIDS di l_ernbé.ga___

Tatacara pengurangan resiko penularan HIV dan AIDS di

_:Lernbaga - Pemasyarakatan ~dan. Rumah Tahanan 3 | _
L sebagalmana ‘dimaksud pada’ ayat (2) ditetapkan dengan S
- Keputusan Ketua KPAK - sesuai dengan ketentuan_
©. - peraturan perundang- undangan : :
(4)- |
_ sebagaimana dimaksud - pada ayat (2)° dllakukan oleh‘ |

Kegiatan pengurangan resiko penularan HIV dan AIDS

i Lembaga Pernasyarakatan Rumah Tahanan




Co Paragraf 11 _ : :
Layanan VCT di setiap RSUD dan Puskesmas

: Pasal 18 IR
(1) Untuk mempermudah akses layanan dalam rangka -
pencegahan penyebarluasan HIV dan AIDS di Kabupaten .

Dompu perlu dibentuk khmk VCT/ KTS d1 set1ap RSUD. B

'+ dan Puskesmas : _
(2) Untuk menunjang klinik VCT/ KTS (Konselmg Test;lng-‘" _'

Sukarela) ‘sebagaimana dlm_ak_s_ud pada ayat (1) o

- dibutuhkan: - | . I

T a. ketersedlaan sumber Daya Manus1a sesua1 kebutuhan”_ s

- klinik VCT/KTS; o

- b. ketersediaan sarana dan prasarana sesual standar L
kllnlkVCT/KTS dan AR 5

Y melakukan advokasi dan membangun kemltraan mult1 . ;

o g plhak terkalt HIV dan AIDS, ' o

Baglan Kellma BRI
Penatalaksanaan HIV dan AIDS

Pasal 19

E Penatalaksanaan HIV dan AIDS sebagalmana dlmaksud dalam__-_
Pasal 4 dilakukan melalui upaya perawatan,_ dukungan,fﬁ o

pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA yang

k 'dllakukan berdasarkan pendekatan berba51s khms, keluarga,'-"."

"kelompok ‘dukungan sebaya organlsa51 profem dan sosml_r _

i kemasyarakatan -

Pasal 20

',-'Upaya penatalaksanaan HIV dan _. AIDS sebagalmana

i ._ dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan

a. memngkatkan kemampuan sumber daya manusia yangr S
: melakukan perawatan, dukungan dan pengobatan, e

- 'b.'mendukung kelompok - ‘dukungan  sebaya - serta

'meningkatkan peran aktif kelompok komunitas untuk =
- menjadl bagian dalam upaya penanggulangan HIV dan

c.. menyedlakan obat antl retrov1ra1 dan berbagal 1nfek51 S

penyerta;

d. melakukan penaplsan HIV pada darah dan komponen‘-' 7. |

: darah organ dan jaringan tubuh donor

o e melakukan penapisan HIV dan AIDS pada 1bu ham11 dan

":penderlta TBC



e

menyedlakan layanan perawatan, dukungan, pengobatan R

dan pendampingan bagi ODHA; dan

melaksanakan berbagai pene11t1an terkait penatalaksanaanz

' HIVdan AIDS

@

Bagianzz_ Kegxiam g
- Rehabilitasi HIV dan AIDS .

Pasal 2 1

Rehab111ta81 HIV dan AIDS sebagaunana d1rnaksud dalam _. o
~ Pasal 4 . bertuyjuan = untuk memuhhkan dan .
mengembangkan ODHA dan OHIDHA yang mengalam1 L

d1sfungs1 sosial agar dapat melaksanakan fung31 so&alnya_'

- secara wajar. : L
Rehabilitasi sebagaunana dunaksud pada ayat (1) dapat PRI

S dﬂaksanakan secara persuas1f mot1vat1f balk dalam
~ keluarga, masyarakat maupun panti sosial. ' B

Rehabilitasi sebagaunana dunaksud pada : ayat (2) SRR

diberikan dalam bentuk: -~ -~
a. dukungan psikososial; R

~b. perawatan dan pengobatan

c pérﬁbinaan keterampﬂan, e kema'nrdiriéh;'_:_".. dan :
- kewirausahaan; dan . el e
d. fasilitasi rujukan.

: o BAB I e |
KOMISI PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Bagian Kcsatu A
Pembentukan

L : Pasal 22 : _
Dalam' rangka penanggulangan HIV dan : AIDS di -

Kabupaten dlbentuk _kKOInlSl Penanggulangan AIDSV i

B Kabupaten.

e

L 4

KPAK. ‘sebagaimana dunaksud pada ayat (1) terd1r1 dan Hon

unsur: pemerintah daerah, 1nstan31 terkait, organ1sas1

profesi/masyarakat, LSM dan duma usaha.

KPAK - sebagaimana dunaksud ‘pada ayat (1) dltetapkan
dengan Keputusan Bupatl

-KPAK sebagalrnana dnnaksud pada ayat (1) bertanggung..“'-
*' Jawab kepada Bupat1 -



(5) KPAK mempunyai hubungan koordinatif, konsuitatif, dan

- teknis dengan Komisi Penanggulangan AIDS Provm51 dan
atau KOI'I‘IISI Penanggulangan AIDS Nasmnal

- s . Pasal 23 : -
KPAK sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tCI'dlI'l'
dari: | e S
a. Ketua ' = : Bupatl SRR
b. Ketua Pelaksana : Wakil Bupati -
¢. Wakil Ketua‘.l : Sekertaris Daerah A
d. Wakﬂ__ Ketuall ~ : Assisten Perekonorman Pembangunan' '
R dan Kesra e e an
. e.WakilKetualll : Kepala Dmas Kesehatan R
- 1 'Séki'étarisl " : Tenaga . Senior - Penuh .Wal_{tu
(Pensmnan eselon Iy - ECTRE
g. Sekretarls II : Kepala Bidang P2PL Dinas Kesehatan
h. Anggota : 1. Unsur Kepolisian Resor; -

2. Unsur Dmas / Badan/. Instan31 :
terkalt * '

3.Unsur Badan Narkouka Kabupaten S

4, LSM Peduli AIDS;
S. Jarlngan ODHA; dan R
6. Perwakilan Komunitas korban

penyalahgunaan NAPZA. . -

_ T Pasa124 Ca R I
Kormsl Penanggulangan AIDS Kabupaten mempunya1 tugas L '
pokok R : SRS
a. mengoordmamkan perumusan penyusunan kebgakan

strategi, dan Jangkah-langkah yang dlperlukan ‘dalam

rangka penanggulangan HIV. ‘dan AIDS sesuai kebljakan, '

trategl, dan pedoman yang dltetapkan oleh KPAK;
memunpm mengelola, mengendallkan, memantau, dan
engevalua51 pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS,-. _

di Kabupaten Dompu;

menghimpun, menggerékkan menyedlakan,. "dén""
memanfaatkan sumber daya yang berasal dari. pusat, ‘
daerah,masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif.

“dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;

mengoordmamkan pelaksanaan tugas dan fung51 masing-
masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan KPAK;

: 'mengadakan  kerjasama reglonal _ dalarn i rangka _
.. penanggulangan HIV- dan AIDS; R I
Menyebarluaskan mforma51 mengenal - ’upayar_'.

penanggulangan HIV dan AIDS kepada = aparat dan

o masyarakat



g

memfa3111ta51 tim POKJA PMTS Kecamatan dan klmlk VCT :
Puskesmas dan Klinik VCT Rumah Saklt Umum yang ada' R
-di kabupaten Dompu; - : T
.'mendorong terbentuknya LSM/kelompok Peduli HIV dan :" :
'AIDS; dan - _ : : g
- melakukan : momtormg dan E evalua51 pelaksanaan' o
'penanggulangan HIV dan AIDS serta- menyampaikan
- laporan  secara berkala dan berjenjang kepada Komisi - .

- ','Penanggulangan AIDS - Provm51 . dan' - Komisi

. -Penanggulangan AIDS Nasmnal

' Pasal 25 y -
Untuk - men]alankan program penanggulangan HIV AIDS

. dan mengaktifkan anggota serta kelompok kerja dlbentuk_"
. Sekretariat KPAK, yang terdiri dari: . :

a. Kepala Sekretarlat/ Sekretarls |

b pengelola program

* c¢.. pengelola Monev.

d, pengelola keuangan dan
e, pengelola administrasi

@

Sekretarlat KPAK sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) :

- terdiri dari unsur: B
:_' a. Sekretarls (pensiunan pejabat Eselon II/ III) dan beker_]a

)

¢ . penuh waktu; dan

b Staf KPAK (non PNS atau PNS yang di perbantukan R

" oleh pemda) dan beker]a penuh waktu.

Pasal 26 ,

'Untuk dapat diangkat menjadi Sekretarls ‘sebagaimana

. dimaksud Pasal 25 ayat (2} huruf a- harus memenuh1 o

L persyaratan dan mengikuti proses selek51 o
‘Persyaratan dan tata cara proses - -seleksi - sebagaumana_ T
- dimaksud pada ayat (1) dltetapkan leb1h lanjut oleh Ketua '

- KPAK.

R

: Pasal27 ST S
Untuk membantu KPAK dalam mencapal tu]uan dan'

.. sasaran dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS
o dlbentuk Kelompok Kerja- Penanggulangan AIDS tmgkat:, o
- Kecamatan. o

(3)

Kelompok Kerja sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)'
_terdiri dari unsur pemerintah Kecamatan, instansi terkait,
... organisasi profesi/masyarakat, LSM dan dunia usaha yang o
" ada di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. S
Kelompok ker_]a sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

.. - terdiri dari: .
" a. Bidang Pelayanan dan Konsehng,

"b. Bidang Komunikasi Edukasi dan Informam (KIE) dan .
Penccgahan HIV Melalm Transmisi Seksual (PMTS)



: Sekretanat KPAK dan Kelompok kerja sebaga1mana d1maksud. =

: B1dang Advokas1 dan Bantuan Sosml
Bidang HIVdanTB ‘
e Momtormg dan Evaluas1 (Monev) dan Pelaporan dan -

- f. Bidang Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan_'i -

Narkoba Suntlk
Pasal 28
dalam Pasal 25 dan Pasal 27 dltetapkan oleh Bupau
BABIV'
KEWENANGAN_ o

Pasal 29

| | 1] KPAK secara ber]en_]ang merinci dan membag1 secara Jelas':.' :

(2} KPAK  secara berjenjang = dan berkesmambungaﬂ' o
' j- _-.'melakukan sosialisasi kepada seluruh aparat pemermtah o P!
- daerah, ‘lembaga pendidikan, - lembaga - swasta, - Iembaga_f'_j -

- (1)

@

- kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang d11akukan"_

 aparat, Jajaran kesehatan, dan masyarakat,

kémaSyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat termasuk o
lembaga adat, lembaga . keagamaan, tokoh adat tokoh .
agama, dan masyarakat ' : SR

BABV
TATA KERJA =

Pasal 30

-Dalam melaksanakan tugasnya, KPAK inelakukan koordinasi o

dan/atau kerjasama dengan instansi Pemermtah Daerah,

. dunia usaha, organisasi non pemermtah ‘organisasi profesi,

perguruan tinggi, badan 1nternas1ona1 dan/atau p1hak~p1hak |
lain yang dipandang perlu, serta ‘melibatkan partls1pas1 L

_masyarakat, , |
Masyarakat dapat berperan serta membantu penyelenggaraan .
o penanggulangan HIV AIDS di bawah koordinasi KPAK dan;

- POKJA PMTS di masmg—masmg Kecamatan

Pasal 31

KPAK melaporkan has11 pelaksanaan tu.gasnya kepada: Bupatl -
 secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)

bulan dan/atau sewaktu~waktu sesuai dengan kebutuhan

Pasal 32

Ketentuan leb1h lan_]ut mengena1 tata kCl‘_]a KPAK d1atur leb1h

lanjut oleh Ketua KPAK



) BAB VI
PERLINDUNGAN TERHADAP ODHA
DAN MASYARAKAT e

Pasal 33

S (1) Pemenntah Daerah wajib mehndungl Hak Asa31 ODHA

'(2) Konselor mendorong ODHA  untuk menyampalkan
-~ statusnya kepada pasangan dan keluarga _
*(3) ‘Konselor “dan pendukung . sebaya ~dengan’ persetu_]uan:

* 'ODHA dapat menyampalkan 1nforma31 kepada pasangan

- dan keluarga dalam hal:

" a. tidak’ mampu menyampalkan | statusnya _ setelah
mendapat konseling yang cukup; e
b. ada 1nd1ka31 telah tCI‘_]adl penularan pada pasangan' _

© dan keluarga : s R
e, untuk kepentmgan pembenan perawatan dukungan,f_'_"
~ pengobatan dan pendampmgan pada pasangan dan
e _ keluarga : :
L (4) Perhndungan sosial bagl ODHA dar1 j stigma : jdan o
dlskrlmlna31 dilaksanakan melalul R )

o a. bantuan sosml '

b advokas_l social; dan
" ¢. bantuan hukum.

BAB VlI
KEAWJ IBAN DAN LARANGAN

Bagian_ Kesatu
Kewaj iban |

S _ Pasal 34 SN
- Pemenntah ‘Daerah berkewa_]lban memfas111ta81 orang yang
"_.berperllaku resiko tinggi dan yang terinfeksi HIV dan AIDS
- untuk memperoleh hak-hak layanan kesehatan di Rumah _

._.}.Saklt atau Puskesmas setempat dan Iayanan kesehatan B

Iamnya o
i - Pasal35 ; SRR
, -(1) Setlap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan
. penapisan darah, komponen darah organ dan Jarmgan
- donor Wajlb melakukannya dengan azas keraha31aan oo
L (2) Setlap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan"‘ :
. surveﬂans Wajlb melakukan dengan cara unhnked
- .anonymoys..

| ;7(3) Setlap orang yang bertugas melakukan tes HIV untuk .
keperluan pengobatan dukungan ' dan pencegahan -



e penularan terhadap kelompok berperllaku re51ko tlnggi S
. termasuk ibu hamil wajib melakukan konsehng sebelum
'_ dan sesudah tes. _ ._

Setiap orang yang karena peker_]aan dan/ atau Jabatannya_
~:mengetahui dan memiliki informasi status HIV dan AIDS L
- seseorang wajib meraha51akannya | . o
(5)
L kepada ODHA tanpa dlskrlmma31 o

(4)

(1)
@

R

Penyedla layanan kesehatan wajib membenkan pelayanan' '.

Pasal 36

‘Petugas kesehatan mendorong setlap orang yang beremko"': 7
PR terhadap penularan -HIV untuk memerlk_sakan

" kesehatannya ke Klinik VCT (KTS). . S
Setiap orang yang telah mengetahm dlrmya termfekm HIV S

wa_ub berobat, melindungi diri dan pasangan serta tidak

- menularkan kepada orang lain. _ e
Setlap orang atau badan/ lembaga yang menggunakan alat_ w |

cukur, Jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur atau .

jenis jarum dan peralatan lalnnya pada tubuhnya sendiri .

~dan atau. tubuh orang lain untuk ‘tujuan apapun wa_ub‘ =

: :,_'.: '-rmenggunakannya secara steril,
HOR

’wa_;lb melaksanakan penaplsan sesual dengan standar

Semua prosedur yang berpoten51 untuk penularan HIV

o kesehatan yang baku.

Pasal 37 b

Setlap perruhk/pengelola tempat hlburan, hotel spa, pant1 o
pijat atau sejenisnya wajib: _ g

'_-,a

‘melakukan sosialisasi berkala tentang HIV AIDS kepada_rg_"

L semua pekerjanya, : _
b. membina pekerja yang men_]adl tanggung _;awabnya,

'rnemerlksakan kesehatan kepada semua pekerja secara
o rutln - yang dibuktikan dengan Kartu Pemerlksaan'
" Kesehatan yang dikeluarkan Dmas Kesehatan Kabupaten':

: .;, Dompu, dan’ -

Pelaksanakan prograrn _\-pencegahan | HIV-'_ . secara: .

- komprehcnsifg

(1) €

Bagidﬁ :Kedué-' v
Larangan |

- Pasal 38 - _ : _ _
Setlap orang dllarang melakukan stxgma dan dlskrlmlna51 T

 kepada ODHA dan OHIDHA.

{2) .

Setiap Iembaga d11arang melakukan tes HIV mandaton:'.-t _

| kecuah



. a. penugas_an tertentu dalam ke'c_lina:sé.n' ter_ltafé/'po'lisi;:_‘ L
'b. keadaan ~ gawat darurat medis untuk tujuan

@)

| penandatangan izin pelepasan mforma31 tertuhs oleh yang S

~pengobatan terhadap pasien yang secara klinis telah .

.menunjukan gejala yang mengarah kepada AIDS; dan
‘c. permintaan pihak yang berwenang sesual ketentuanf'f |
. peraturan perundang-undangan.’ : '
Senap orang dilarang meneruskan darah komponen'

" darah, organ dan jaringan tubuh’ yang ter1nfeks1 HIV

Setiap orang atau badan/ lembaga - dllarang L
mempublikasikan status HIV  seseorang kecuah dengan_

BRES 'bersangkutan

- (1_)"

' BAB Vi __
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39 .

Masyarakat bertanggung jawab untuk berperan serta. ;

_-__ﬁdalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan B
AIDS serta perllndungan terhadap ODHA - dan OHIDHA"

dengan cara:

Cla. berpnlaku lﬁdup sehat

d menc1ptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagl".' s f

b, “meningkatkan kesehatan keluarga;

c. mencegah terjadmya d1skr1m1nas1 tefhadap ODHA
' ' OHIDHA dan keluarga; o - R

. ODHA, OHIDHA dan keluarga;

W

2)

- e. aktif dalam kegiatan promosi, 'perawatan dukungan

'_pengobatan dan pendampmgan terhadap ODHA dan *
OHIDHA. R I

'Pemenntah daerah ¢ mendorong, membina "'dan'-' |

memfas1htas1 peran serta masyarakat

e "BABIX
s SANKSI ADMINSTRATIF

Pasal 40

'Bupau berwenang memberikan sanksi ‘administratif -

terhadap orang atau . lembaga yang dalam kedudukan

- [ .tertentu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan'_r-‘
- dalarn Peraturan Bupati ini. : * .

Bupatl dapat mendelegasikan i pemberlan '- sanksi-'-l

admmlstratlf sebagalmana dlrnaksud pada ayat (1) kepada o "



pe_]abat yang memangku Jabatan struktural serendah- S

‘rendahnya pada jabatan Sekretaris KPAK.
(3) Sanksi admlnlstratlf sebagalmana dlmaksud pada ayat ( 1)
berupa , S : - : '

a. teguran hsan
o b. teguran tertulis; -

- ¢. pencabutan. sementara izin penyelenggaraan usaha -~

" dan profesi; dan . . o B
d_.'_penghentlan atau penutupan penyelenggaraan usaha'_'f
- dan profem o

S Pasal 41 e _
( 1) Setlap perorangan/ lembaga yang melanggar ketentuan o
Peraturan Bupatl akan dlberlkan teguran lisan. T

S (2) Apablla dalam ‘jangka waktu 1x24 “jam. teguran llsan_ _ _
e sebagalmana dimaksud pada ayat (4) dlabalkan, maka e

.. akan diberikan teguran tertulis.
(3)_Apab11a dalam jangka waktu 3 (tlga) hari teguran tertuhs_
_j_sebagalmana dimaksud - pada ayat (5) diabaikan, maka

akan dilakukan pencabutan 1zln penyelenggaraan usaha

. dan profe51 : :
(4) Apablla dalam _]angka waktu 3 (tlga) harl pencabutan.
- . sementara - izin penyelenggaraan usaha dan profesi’_-"

sebagalmana ‘dimaksud  pada ayat (6) dlabalkan, maka

‘akan dllakukan penghentian ~  atau penutupan ‘
' penyelenggaraan usaha dan profesi. ' : "

BABX
PEMBIAYAAN

' ' - Pasal 42 R L
Blaya yang tlmbul sebagal akibat dlberlakukannya Peraturan o
Bupatl ini dibebankan pada: - : LT
‘. Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah Kabupaten"

| Dompu, dan/atau _ R T ST
b Sumber dana 1a1n yang sah dan tldak rnenglkat

| . BABXI -
PENGENDALIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN L

- Pasal43 , AT

( 1) Pemerlntah Daerah B bertanggungjawab terhadap'i-
pengendahan, pembmaan dan pengawasan pelaksanaan :
semua keglatan yang berkaltan dengan pencegahan,' '



-penanggulangan HIV dan AIDS  serta pel‘lmdungan

i -terhadap ODHA dan OHIDHA
(2).
Y terhadap upaya penanggulangan , HIV dan AIDS

Pelaksanaan pengendahan pembmaan dan pengawasan

sebagannana dimaksud pada ayat (1):

IE'.,-_a._ di Kecamatan dilakukan oleh . Bupat1 dan masalah

' teknis dilakukan oleh KPA Kabupaten, dan

C b, di Desa/Kelurahan dilakukan * oleh Camét dan)

'1(1jf

" masalah teknis dilakukan oleh Puskesmas / Puskesmas .

--'Pembantu dan Instans1 Sektor Kecamatan

: Pasal 44 _
Pelaporan pelaksanaan upaya penanggulangan HIV dan L
AIDS  dilakukan  secara. berjenjang mulai dari -

| Desa/ Kelurahan Kecamatan,yang secara keseluruhan

o '_:(é-)_

'd11amp1rkan sebagai laporan Bupati selaku ketua KPAK. R
Laporan Bupati sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)__' R

selanjutnya disampaikan kepada ketua KPA Nasional

-_ : ‘dengan tembusan d1sarnpa1kan kepada KPA Provinsi.
BRG] |
. secara berkala sekurang- kurangnya 1 (satu) kali da_lam 3

Laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) d1buat o

;_'(tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai. dengan .
v -:kebutuhan R ' -

@

Laporan sebagmmana d1maksud pada ayat (2) merupakan-

‘bahan bagi Ketua KPAK dalam menentukan keb13akan dan '

program lan_]utan

)

@

© BABXI -
- KETENTUAN LAIN-LAIN_:_ e

| Pasal 45

Setlap peker]a yang bekerja pada ternpat h1buran hotel -
- spa, ‘panti pijat, ‘karaoke dan sejenisnya serta pendatang-,_' T
" musiman yang tinggal di rumah kost wajib memiliki izin

- tinggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat. -
“Sebelum* memperoleh izin tmggal sebagaimana dnnaksud DU
-'pada ayat - (1) terlebih  dahulu wajib memeriksakan'
_kesehatannya secara komprehensif___ ke Puskesmas

| B terdekat

(9

'Sebaga1 bukﬁ telah memenksakan kesehatan sebaga1mana '_
“dimaksud pada ayat (2) d1ber1kan kartu kunjungan

"~ Kkesehatan yang d1terb1tkan oleh Dmas Kesehatan'

2 Kabupaten Dompu.

@

Apabila pekerja - yang. t1dak ‘memiliki kartu kun_]ungan |

- kesehatan sebagaimana dnnaksud.pada ayat (3) maka



Diundangkan di Dompu

- BT

t1dak d11zmkan tmggal dan bekerja d1 mlayah Kabupaten_';‘i-._‘. I

' Dompu . D
(5} Setlap permohonan izin pendman atau pembangunan dan

perpanjangan izin tempat h1buran -spa, hotel, karaoke,
pantl pijat dan sejemsnya wa_ub menyertakan -surat o ,
pernyataan bersedia® melaksanakan program- pencegahan_' PR

HIV dan AIDS secara komprehens1f

BAB XIII
KET ENTUAN PEN UTUP

I L Pasal 46 : S
Ketentuan- mengenai teknis pelaksanaan dar1 Peraturan S

Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh  Ketua KPA -

S Kab_Ui)aten‘. o S ' -

Pasal 47

Peraturan Bupatl ini mulai berlaku pada | tanggal-' o

: diundéngkan

: Agar ' set1ap . brang mengetahumya '. memermtahkan " '

| pengundangan ‘Peraturan Bupat.l ini dengan penempatannya_ i
dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu |

D1tetapkan di Dompu SR
pada tanggal 3 g;—-g?. 2018

BUPATI DOMPU

 H.BAMBANG HM.YASIN

- pada tanggal ‘/a’l o?..... 2018
SEKRETARIS DAERAH

o KAB 1{AT K DOMPU,

| BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2018 NOMOR ..£ {3



